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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2021-2041

L. uMuUM

Bahwa ruang wilayah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya, dan untuk itu perlu dilakukan penataan ruang yang dapat
mengharmoniskan  lingkungan alam dan lingkungan buatan,yang
mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan
sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap
fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup
akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan
harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga
diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna
dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan
hidup yang berkelanjutan tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang
dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada
sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan,
keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan
penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang
memberikan wewenang yang semakin besar dalam penyelenggaraan
penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur
demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak
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menimbulkan kesenjangan antar daerah dan kesadaran dan pemahaman
masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang
memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan
penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di
masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan Revisi
Rencana Tata Ruang Wilayah yang sistematis, yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041.

Revisi RTRW Kabupaten Bojonegoro disusun sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Secara
Subtansi Mengacu Pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten
Dan Kota.

Perubahan RTRW Kabupaten Bojonegoro harus dapat menjadi
pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan telah menjadi
hasil kesepakatan semua stakeholders di daerah. Dokumen RTRW
sangat berpengaruh terhadap keterpaduan pelaksanaan program
pembangunan di daerah serta dapat menjadi pertimbangan investor
untuk mengembangkankegiatannya terkait jaminan kepastian hukum
dan harus mampu menjadi bagian yang memberikan pemihakan kepada
kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses peluang pembangunan
sosial, budaya dan ekonomi Kabupaten Bojonegoro secara
berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.



Pasal 3
Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas
lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan,
termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi
kawasan setelah habisnya sumberdaya alam tak terbarukan.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Yang dimaksud “diversifikasi” adalah usaha penganekaragaman jenis
usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan
pada salah satu hasil pertanian.

Ayat (4) dan Ayat (5)

Yang dimaksud “IPAL” adalah sebuah struktur yang dirancang untuk
membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga
memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud ekologis adalah terjaganya keseimbangan makhluk
hidup dengan lingkungannya.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
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Sistem perkotaan disusun secara berhirarki menurut fungsi dan
besarannya meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan
hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan rencana
pengembangan di masa yang akan datang.

Ayat (2)

PKW Bojonegoro Meliputi Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Dander
dan Kecamatan Kapas, yang melayani Seluruh Kecamatan di
Kabupaten Bojonegoro.

Ayat (3)

a. PKL Baureno, melayani Kecamatan Baureno, Kecamatan Kepohbaru
dan Kecamatan Kanor.

b. PKL Temayang, melayani Kecamatan Temayang, Kecamatan
Gondang, Kecamatan Bubulan, dan Kecamatan Sukosewu.

c. PKL Padangan, melayani Kecamatan Padangan, Kecamatan
Purwosari, dan Kecamatan Kasiman.

Ayat (4)

a. PPK Kalitidu, melayani seluruh Kecamatan Kalitidu, Kecamatan
Ngasem, Kecamatan Malo, dan Kecamatan Gayam.

b. PPK Kedungadem, melayani seluruh Kecamatan Kedungadem dan
Sugihwaras.

c. PPK Ngraho, melayani seluruh Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan
Tambakrejo.

d. PPK Sumberrejo, melayani seluruh Kecamatan Sumberrejo dan
Kecamatan Balen.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten dibentuk oleh sistem
jaringan transportasi sebagai jaringan prasarana utama dan dilengkapi
dengan sistem jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistem
jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan
sumber daya air, dan sistem prasarana lainnya yang
mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat kegiatan
yang ada di wilayah Kabupaten



Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan kolektor” adalah jalan umum
yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan
ciri jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk
dibatasi.

Yang dimaksud dengan “Jalan kolektor primer satu (JKP-1)" adalah
JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota
provinsi. Jalan kolektor primer satu (JKP-1) merupakan jalan nasional
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Jalan kolektor primer dua (JKP-2)” adalah
JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota
provinsi dan ibukota kabupaten /kota.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Jalan kolektor primer empat (JKP-4)" adalah
JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota
kabupaten dan ibukota kecamatan.

Yang dimaksud dengan “Jalan lokal primer® adalah jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional
dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan
pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat
kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat
kegiatan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “jalan frontage® adalah jalur jalan yang
dibangun pararel pada Jalan Kolektor Primer untuk kecepatan lebih
lambat.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.



Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah seperangkat alat
untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang
secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (portable) yang
digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya

digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur
besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kereta api komuter adalah sebuah layanan

transportasi kereta api penumpang antara pusat kota dengan
pinggiran kota

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Yang dimaksud dengan “pelabuhan sungai dan danau” adalah

pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan
danau yang terletak di sungai.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi”
adalah jaringan yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak
dan gas bumi yang dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas
bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau
penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke
konsumen sebagai fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat
penyimpanan minyak dan gas bumi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)



Pasal

s
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pembangkitan tenaga listrik”
adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan “energi terbarukan” adalah energi yang berasal
dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga
angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “jaringan transmisi tenaga listrik” adalah
jaringan yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum
yang dapat berupa jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi,
dan/atau ultra tinggi.

Yang dimaksud dengan “jaringan distribusi tenaga listrik”. Jaringan
distribusi primer yaitu jaringan tenaga listrik yangmenyalurkan daya
listrik dari gardu induk sub transmisi ke gardu distribusi. Jaringan ini
merupakan jaringan tegangan menengah atau jaringan tegangan
primer. Jaringan distribusi sekunder adalah jaringan tenaga listrik
yvang menyalurkan daya listrik dari gardu distribusi ke konsumen.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan tetap” adalah suatu jaringan telepon
yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau
serat optis.

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah jaringan untuk
layanan telekomunikasi bergerak.

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak terestrial” adalah jaringan
mikro digital, serat optik (fiber optik), mikro analog, dan kabel laut.
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Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak selular” adalah jaringan
yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler
dipermukaan bumi.

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak satelit” adalah peranti
komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Yang dimaksud dengan Base Transceiver Station atau disingkat BTS
adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi
komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan CAT atau cekungan air tanah adalah suatu
wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologik, tempat semua kejadian
hidrogeologik seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan
air tanah berlangsung.

Ayat (4)



Pasal

¥

Yang dimaksud dengan DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah suatu
kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal
dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Culup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem penyediaan air minum yang
selanjutnya disebut SPAM” merupakan satu kesatuan sistem fisik
(teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Air minum
adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau



Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Yang dimaksud dengan incinerator adalah tungku pembakaran untuk

mengolah limbah padat, yang mengkonversi materi padat (sampah)
menjadi materi gas, dan abu.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Cukup jelas.

Ayat (17)
Cukup jelas.

Ayat (18)
Cukup jelas.

Ayat (19)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
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tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung diminum.

SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau
bukan jaringan perpipaan. SPAM dengan jaringan perpipaan dapat
meliputi : unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan,
dan unit pengelolaan. SPAM bukan jaringan perpipaan dapat meliputi
: sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan,
terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan
perlindungan mata air.

Yang dimaksud dengan “Sistem pengelolaan air limbah yang
selanjutnya disebut SPAL” merupakan satu kesatuan sistem fisik
(teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran
masyarakat, dan hukum), dari prasarana dan sarana air limbah.

Yang dimaksud dengan “limbah B3” adalah suatu buangan atau
limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun
dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung
dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam
kelangsungan hidup manusia serta organisme lainya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “reservoir” adalah bangunan penampungan air
minum sebelum dilakukan pendistribusian ke pelanggan atau
masyarakat ke pelanggan /masyarakat, yang dapat
ditempatkan di bawah tanah atau di atas tanah dalam bentuk menara
atau tower.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan SPAM” adalah jaringan dan area
pelayanan SPAM eksisting

Huruf b
Yang dimaksud dengan “jaringan SPAM” adalah pengembangan
jaringan dan area pelayanan SPAM
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Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan sungai” adalah
dataran sepanjang tepian sungai, baik bertanggul maupun tidak
bertanggul yang lebar kawasan perlindungannya ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar danau atau waduk” adalah
daratan dengan jarak 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus)
meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi atau
daratan sepanjang tepian waduk atau danau yang Ilebarnya
proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk atau danau.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Kawasan lindung geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup
kawasan cagar alam geologi (KCAG), kawasan rawan bencana alam
geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air
tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah kawasan
yang memiliki hasil budaya manusia bernilai tinggi dan dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan ilmu pengetahuan

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang
berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih
dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam
kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan
industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di
kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan
pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan
sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan
mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang
kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya
memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi
dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan
budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada

Pasal 24
Yang dimaksud dengan hutan produksi adalah kawasan hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan

Pasal 25
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Avyat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(KP2B) adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah
perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama
untuk mendukung ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan
nasional.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)

a. Yang dimaksud dengan sentra industri kecil menengah adalah
kelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yvang menggunakan bahan
baku, menghasilkan produk sejenis, dan/atau melakukan proses
produksi yang sama.

b. Sentra industri kecil dan menengah eksisting meliputi :

1. industri meubel di Kecamatan Bojonegoro;

2. industri ledre di Kecamatan Purwosari dan Kecamatan
Padangan;
3. industri gerabah dan keramik di Kecamatan Malo;
4. industri souvenir kayu jati di Kecamatan Margomulyo dan
Kasiman ;
5. Batik Jenegoroan di :
a) Kecamatan Temayang;
b) Kecamatan Purwosari;
¢} Kecamatan Dander;
d) Kecamatan Sumberejo;
e} Kecamatan Bojonegoro;
fj Kecamatan Balen;
g Kecamatan Kanor;
h) Kecamatan Kapas;
i) Kecamatan Kedungadem;
j) Kecamatan Tambakrejo;
k) Kecamatan Kalitidu; dan
) Kecamatan Sugihwaras.
6. industri kasur lantai di Kecamatan Baureno; dan

7. kerajinan sangkar burung di Kecamatan Malo.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)



Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30



Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
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Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.
Ayat (16)
Cukup jelas.

Ayat (17)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Culkup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5]
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.



220 -

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka
persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan tehadap
luas lahan/sebidang tanah (persil) yang dikuasai.

Yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka
persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan
yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia.

Yang dimaksud dengan Koefisien Tapak Basement (KTB) adalah angka
persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis
batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan
dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as
jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul,
tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan
tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis sempadan yang
dicantumkan. '

Ayat (15)
Cukup jelas.



21 -

Ayat (16)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan agropolitan KDK Trucuk adalah
kawasan agropolitan yang meliputi Kecamatan Kapas, Dander,
Kalitidu, dan Trucuk.

Yang dimaksud dengan Detail Engineering Design (DED) adalah produk
perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat konsultan
perencana untuk pekerjaan bangunan sipil seperti gedung, kolam
renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi
lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Avat (5)
Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Peraturan  zonasi merupakan  ketentuan yang mengatur
pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun
untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata
ruang.

Penyusunan  ketentuan wumum  peraturan zonasi disusun
berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-
kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat
berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan,
dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat.

Huruf b
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.



Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.



<

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian
mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan,
permukiman, dan infranstruktur yang hasilnya dituangkan dalam
bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Yang dimaksud dengan PLC atau Powerline Communication adalah
teknologi yang menggunakan koneksi line kabel listrik yang dapat
digunakan pada jaringan listrik yang telah ada untuk memberikan
pasokan energi listrik, dan di saat yang bersamaan juga dapat
digunakan untuk mentransfer data dan transmisi suara.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Culup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Yang dimaksud dengan landfill adalah penimbunan sampah pada
suatu lubang tanah.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1}
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48
Yang dimaksud dengan prinsip zero growth adalah tidak ada
penambahan atau pengembangan luasan terbangun.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan hidrologi adalah ilmu yang mempelajari
pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk
siklus hidrologi dan sumber daya air.

Yang dimaksud dengan hidraulis adalah teknologi yang memanfaatkan
zat cair.

Yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan
memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai
akibat kegiatan usaha pertambangan murni agar dapat berfungsi dan
berdaya guna sesuai peruntukannya.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

Avat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54

Avat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.
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Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Perdagangan dan jasa mendukung kegiatan permukiman dengan skala
pelayanan sesuai dengan peraturan terkait.

Ayat (3)
Perdagangan dan jasa mendukung kegiatan permukiman dengan skala
pelayanan sesuai dengan peraturan terkait.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Culkup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
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Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen
yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan
ruang dengan RDTR.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah
dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan
pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah
dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan
pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang
bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan
mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan
ruang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 64



Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.



Pasal 67
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2]

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)

Culkup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.
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Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.
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